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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. BIN 
 
 

1. BINDA Sumatera Utara; 

2. BINDA Sumatera 

Selatan. 

Tanggal 18 – 21 April 2024. 

Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Binda Sumatera Selatan dan 
Sumatera Utara dalam rangka mengetahui Analisis Deteksi dini dan cegah 
dini kondusifitas masyarakat dan perekonomian pasca pemilu dan Idhul 
Fitri di Sumatera Utara. 

 

LPP RRI LPP RRI Denpasar 
Tanggal 18 – 21 April 2024. 
 

Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar dalam 

rangka mengetahui Peran LPP RRI Denpasar dalam Menyiarkan Konten 

Kearifan Lokal untuk Mendukung Pariwisata di Bali. 

2. Menlu RI KBRI Bulgaria merangkap 
Albania dan Makedonia 
Utara. 
Tanggal 28 April – 4 Mei 
2024.  
 

Kunjungan Kerja Luar Negeri RI ke Bulgaria, Finlandia, dan Serbia dalam 
rangka mengetahui pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta untuk 
mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap 
Warga Negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. KBRI Republik Finlandia 

merangkap Republik 

Estonia 

2. KBRI Republik Serbia 

merangkap Republik 

Montenegro 

Tanggal 5 Mei – 11 Mei 
2024. 

dan untuk memberikan penguatan Diplomasi Parlemen terhadap 
pelaksanaan Politik Luar Negeri RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  • Pemerintah Daerah 

• Kementerian Dalam 

Negeri 

• KPU 

• Bawaslu 

• Kementerian ATR BPN 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan negara; 

dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Tanggal 22 – 26 April 2024. 

 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Reses Masa 

Persidangan IV Tahun Sidang 2023 – 2024 ke Provinsi Riau. 

 

2.  a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan negara; 

dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Ttanggal 6 – 10 Mei 2024. 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Reses Masa 

Persidangan IV Tahun Sidang 2023 – 2024 ke Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Provinsi Bali. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Penyusunan  
RUU tentang Penyadapan 

--- Sesuai dengan hasil rapat Komisi III DPR RI dengan 
Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 
13 November 2023, bahwa Tim BKD akan merevisi 
kembali RUU tentang Penyadapan berdasarkan 
masukan Anggota Komisi III DPR RI. 
 

RUU Usul Inisiatif Komisi 
III DPR RI. 

2. Penyusunan  
Rancangan Peraturan DPR RI 
tentang Pembentukan Tim 
Pengawas Pemberantasan 
Terorisme (TPPT) 

--- Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki 
Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT 
berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 Januari 
2023. 

Amanat Pasal 43J UU 
Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. 
 

3. Pembahasan 
RUU tentang Hukum Acara 
Perdata 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang HAPER) 
 

--- Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah 
dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper. 
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NO JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. Pembahasan  
RUU tentang Perubahan 
Kedua atas UU Nomor 35 
Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang Narkotika) 

--- Komisi III masih menunggu revisi draf RUU tentang 
Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf 
RUU tersebut akan disampaikan kepada masing-
masing fraksi untuk dipelajari. 
 
 

 

5. Pembahasan 
RUU tentang Perubahan 
Keempat atas UU Nomor 24 
Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut dengan 
RUU tentang Mahkamah 
Konstitusi) 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi III 
DPR RI tanggal 6 Maret 2024 dan memperhatikan 
keputusan Rapat Kerja RUU tentang Mahkamah 
Konstitusi tanggal 29 November 2023 bahwa Komisi 
III dan Pemerintah akan melanjutkan pembahasan 
Pengambilan Keputusan Tk I RUU tentang 
Mahkamah Konstitusi setelah selesai pelaksanaan 
Pileg dan Pilpres. 

 

Pengambilan Keputusan Tk I RUU 
tentang Mahkamah Konstitusi 
tanggal 13 Mei 2024. 

Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tk. I 
dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024. Raker 
dihadiri Menkopolhukam dan Dirjen PP 
Kemenkumham, beserta jajaran. 
 
Keputusan Raker : 
Menyetujui Pembahasan RUU tentang Mahkamah 
Konstitusi dilanjutkan pada Pembahasan 
Pengambilan Keputusan Tk. II dalam Rapat 
Paripurna. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1. Kepolisian Daerah 
2. Kejaksaan Tinggi  
3. Kanwil Kemenkumham 
4. BNN Provinsi 
5. 4 (empat) Peradilan 

Tingkat Banding dan 
Pertama (Pengadilan 
Tinggi, Pengadilan Tinggi 
Agama, Pengadilan Tata 
Usaha Negara, dan 
Pengadilan Militer) 

Sesuai Keputusan Rapat Intern tanggal 6 Maret 
2024, Komisi III DPR RI melaksanakan 
Kunjungan Kerja Reses MP IV TS 2023-2024 ke 
Provinsi: 
1. Lampung, tanggal 29 April sd 3 Mei 2024; 
2. Kalimantan Selatan, tanggal 29 April sd 3 Mei 

2024; dan 
3. Bali, tanggal 2 sd 6 Mei 2024. 
 
 

Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV 
Tahun Sidang 2023-2024. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya 

 

- - Pembahasan Tk. I 
RUU 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. a. Pemerintah Kota Palembang; 
b. Kementrian Pertanian; 
c. Kementerian LHK; 
d. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 
e. Badan Pangan Nasional; 
f. Perum Bulog; 
g. PT Pupuk Indonesia; 
h. ID FOOD; 
i. PT Perindo; 
j. Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Sumatera 
Selatan; 

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR 
RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 
2023-2024 ke Provinsi Sumatera 
Selatan pada 29 April s.d. 3 Mei 2024. 
 

a. Kunjungan ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
untuk meninjau kegiatan smart farming dan 
pengelolaan sampah untuk menjadi pupuk 
organik (waste plant), dilanjutkan diskusi 
mengenai Pasokan dan Ketersediaan Pupuk 
Nasional dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan 
Pangan. 

b. Peninjauan ke Balai Litbang Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (BSILHK) Palembang, 
Puntikayu, Palembang dalam rangka meninjau 
Sarana Prasana Kantor BSILHK Sumsel dan 
dengan tema “Peran BSILHK dalam 
Pengendalian Perubahan Iklim FOLU Net Sink 
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NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

k. Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Sumatera Selatan. 

 
 

20230 dan Target Net Zero Emission Pada 
Tahun 2060” 

c. Kunjungan dan Diskusi mengenai Unit 
Pengolahan Ikan (UPI) sebagai Penyedia 
Pangan dan Lapangan Kerja serta Upaya 
Pengelolaan Limbah Pengolahan Ikan dalam 
Rangka Mitigasi Kerusakan Lingkungan. 

2. a. Pemerintah Kota Makassar; 
b. Pemerintah Kabupaten Maros; 
c. Kementerian Pertanian; 
d. Kementerian LHK; 
e. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
f. Badan Pangan Nasional; 
g. Perum Bulog; 
h. PT Pupuk Indonesia; 
i. ID FOOD; 
j. Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan 
Provinsi Sulawesi Selatan; 

k. Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Sulawesi Selatan 

l. Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Sulawesi 
Selatan; serta 

m. Gapoktan/Poktan/Petani 
Sekitar; 

n. Wakil Kelompok Masyarakat 
Binaan DLH Kota Makassar. 

 

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR 
RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 
2023-2024 ke Provinsi Sulawesi 
Selatan pada tanggal 29 April s.d. 3 Mei 
2024. 

a. Diskusi terkait pengawasan sumber daya 
kelautan perikanan dalam upaya pencegahan 
IUU Fishing di Wilayah Kerja di SATKER 
PSDKP Makassar. 

b. Peninjauan stok CBP Perum Bulog dan diskusi 
terkait upaya Pemerintah dalam rangka 
pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah 
pada Masa Panen Raya di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 

c. Diskusi terkait Pengelolaan Sampah menjadi 
Pupuk Organik oleh Kelompok Masyarakat 
Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. 
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NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

3. 
 
 
 
 
 

a. Pemerintah Kabupaten 
Manggarai Barat; 

b. Kementerian Pertanian; 
c. Kementerian LHK; 
d. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 
e. Badan Pangan Nasional; 
f. Dirut Perum Bulog; 
g. PT Pupuk Indonesia; 
h. ID FOOD; 
i. Dinas Pertanian Provinsi NTT; 
j. Dinas Kelautan dan Perikanan, 

Provinsi NTT 
k. Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi NTT; 
l. Nelayan dan Masyarakat. 

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR 
RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 
2023-2024 ke Provinsi Nusa Tenggara 
Timur pada tanggal 29 April s.d. 3 Mei 
2024. 
 

a. Diskusi di Gudang Bulog Batu Cermin, Labuan 
Bajo terkait Permasalahan Kenaikan Harga 
Pangan dan Kelangkaan Bahan Pokok di NTT. 

b. Peninjauan dan Diskusi tentang Kelautan dan 
Perikanan di TPI Labuan Bajo. 

c. Diskusi dan Kunjungan Lapangan tentang 
Pengelolaan Wisata Alam dan Konservasi 
Sumber Daya Alam di Taman Nasional Komodo. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
  - 
 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  KEMENTERIAN PUPR 

- Ditjen Bina Marga  

- Ditjen Cipta Karya  

- Ditjen Penyediaan Perumahan  

- Ditjen Bina Kontruksi 

- Ditjen SDA dan  

- BPJT  

- Operator Jalan Tol : PT Jasa Marga, PT. Lintas 
Marga Sedaya dan PT Astra Infra Toll Road.  

 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  

- Ditjen Perhubungan Darat 

- Ditjen Perhubungan Udara 

- Ditjen Perhubungan Laut  

- PT.Angkasa Pura Indonesia dan  

- PT AP1. 

- PT Pelindo, PT. Pelni 

Kunres dilaksanakan pada  
5 – 9 April  2024. 

Kunjungan Kerja ke 3 lokasi : 
a. Provinsi Banten (Meninjau Pelabuhan 

Merak dan Bandara Sokarno-Hatta); 
b. Provinsi Jawa Barat (Meninjau Tol 

Cikampek dan Stasiun KA Pasar Senin); 
c. Provinsi  Sulawesi Selatan (Meninjau 

Tower AIRNAV dan Kantor BMKG Kota 
Makasar ). 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

- PT. ASDP 

- LPPNPI/AIRNAV 

- PT. KAI 
 
BMKG  
BNPP (BASARNAS)  
Korlantas Polri  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
 - 
 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1. Kementerian BUMN 
2. PT. Semen Indonesia (Persero) / 

Semen Indonesia Group 
3. PT. Angkasa Pura Indonesia / 

InJourney Airports 
4. PT. Angkasa Pura I (Persero) 
5. PT. Aviasi Pariwisata Indonesia 

(Persero) / InJourney 
6. PT. Pengembangan Pariwisata 

Indonesia / Indonesia Tourism 
Development Corporation (ITDC) 

7. PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) 
8. PT. Sarinah (Persero) 
9. PT. Garuda Indonesia Tbk 

Kunjungan Kerja Reses ke 
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 
pada tanggal 22-26 April 2024. 

Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Badung, 
Provinsi Bali dalam rangka Pengembangan 
Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta 
Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastruktur 
di Provinsi Bali. 

  

2. 1. Kementerian BUMN RI 
2. Kementerian Koperasi dan UKM RI 
3. Ditjen PKTN Kementerian 

Perdagangan RI 

Kunjungan Kerja Reses ke 
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, 
pada tanggal 22-26 April 2024. 

Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Gianyar, 
Provinsi Bali dalam rangka Peningkatan  
Inklusi dan Literasi Keuangan Masyarakat Serta 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. Bappebti Kementerian Perdagangan 
RI 

5. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 
6. PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk 
7. PT. Taspen (Persero) 

 

Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan di 
Provinsi Bali. 

3. 1. Kementerian BUMN RI 
2. Kementerian Investasi/BKPM RI 
3. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 
4. PT Pertamina (Persero) 
5. PT Pertamina Patra Niaga 
6. PT Perusahaan Gas Negara Tbk 

Kunjungan Kerja Reses ke Kota 
Denpasar, Provinsi Bali, pada 
tanggal 22-26 April 2024. 

Kunjungan Kerja Reses ke Kota Denpasar, 
Provinsi Bali dalam rangka Evaluasi 
Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub dan 
Ketahanan Energi di Provinsi Bali. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VIII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 
 

NO  KEGIATAN OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses MP 
IV MS 2023-2024 

Kunjungan Kerja Pengawasan ke Kota 
Medan, Kota Denpasar, dan Kabupaten 
Tabanan tanggal 2-6 Mei 2024. 

1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan 

pengawasan terhadap pembangunan di bidang 

agama dan pendidikan keagamaan. 

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan 

pengawasan terhadap penyaluran bantuan 

sosial. 

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan 

pengawasan terhadap pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 

4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan 

pengawasan terhadap kesiapsiagaan bencana. 

- 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
 - 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Kunjungan Kerja Reses Komisi 
IX ke Provinsi Bali dengan 
tujuan: 
1. Kabupaten Badung; 
2. Kabupaten Gianyar; 
Kabupaten Tabanan. 

Kunjungan Kerja Reses 
Komisi IX DPR RI tanggal 9 
s.d. 13 Mei 2024. 

 

Tim Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja terkait: 
1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup 
tugas Komisi IX DPR RI; 

2. Menggali informasi realisasi program dan kegiatan yang 
dibiayai APBN;  

3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor 
pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja 
Komisi IX DPR RI di Provinsi Bali di antaranya: Kabupaten 
Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan; 

4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Bali terutama di 
Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten 
Tabanan, terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan 
pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas 
Komisi IX DPR RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan  
 
 

 (Tahap Penyusunan) 
 

Komisi X DPR RI telah menyampaikan NA dan Draf RUU tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi. 

 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT 

 
KETERANGAN 

 

1. 
 
 

KEMENDIKBUDRISTEK RI Tanggal 6—10 Mei 2024 
Kunker Reses  Komisi X 
DPR RI ke Provinsi 
Sumatera Utara. 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera 
Utara merekomendasikan sebagai berikut.  
1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk 

memantau penerbitan SK guru yang telah lulus PPPK, membuat 
skema pendampingan berkelanjutan mengenai BOS dan DAK, 
serta mendorong kerja sama dengan Pemda Provinsi Sumut 
dalam pendampingan pemanfaatan anggaran kebudayaan. 

2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI berkoordinasi 
dengan KemenPUPR RI dan Kemenhub RI terkait percepatan 
pembangunan infrastruktur di sekitar destinasi wisata, serta 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT 

 
KETERANGAN 

 

bersinergi dengan Perpusnas RI terkait perluasan kegiatan 
wisata edukasi. 

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI memantau 
perkembangan persiapan pelaksanaan PON XXI dan Peparnas 
XVII 2024, serta memperhatikan alokasi anggaran yang 
seimbang dalam pembangunan kepemudaan. 

4. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI untuk 
mengoptimalisasi layanan perpusda dan bekerja sama dengan 
Kemendikbudristek RI untuk memberikan akses layanan 
perpustakaan digital ke sekolah. 

2.  KEMENDIKBUDRISTEK RI Tanggal 6—10 Mei 2024 
Kunker Reses Komisi X 
DPR RI ke Provinsi 
Sumatera Selatan. 
 
 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera 
Selatan merekomendasikan sebagai berikut.  
1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI memperbaiki 

regulasi di bidang pendidikan. 
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI untuk 

mengembangkan dan mendukung kegiatan pariwisata dan 
ekonomi kreatif agar melakukan pemasaran di dalam dan luar 
negeri. 

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI dan Dinpora 
Provinsi Sumsel untuk meningkatkan partisipasi pemuda, 
menyusun kajian peningkatan IPP Provinsi Sumsel untuk 4-5 
tahun mendatang, mengusulkan kepada gubernur agar membuat 
gerakan bersama, konsultasi dan koordinasi serta menyusun 
rencana strategi untuk IPP Provinisi Sumsel lebih baik. 

4. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI untuk memberi 
apresiasi kepada Provinsi Sumsel karena meningkatnya IPLM 
dan menyelesaikan permasalahan di bidang perpustakaan 
dengan bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT 

 
KETERANGAN 

 

3. KEMENDIKBUDRISTEK RI Tanggal 6—10 Mei 2024 
Kunker Reses Komisi X 
DPR RI ke Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi 
Selatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 
1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PIP, BOS, 
pemanfaatan DAK fisik dan Non Fisik, PPDB, Bantuan TIK, 
Kurikulum Merdeka, serta rekrutmen guru PPPK. Selain itu juga 
mendesak untuk mengidentifikasi gedung-gedung satuan 
pendidikan yang lebih dari 50 tahun agar segera melakukan 
renovasi. 

2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk 
melakukan kajian mengenai permasalahan komponen iuran 
pariwisata menjadi dana tiket, dan mendukung upaya Pemprov 
Sulsel melakukan pengembangan KEK, serta melibatkan sektor 
swasta dalam pemajuan pariwisata. 

3. Komisi X DPR RI mendesak Kemenpora RI untuk 
menyosialisasikan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 
ke pemerintah daerah dan memastikan pelaksanaan olahraga 
nasional agar pemda dapat mempersiapkan diri secara 
maksimal. 

4. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI 
meningkatkan sinergitas dengan Kemensos RI dalam 
pemenuhan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta 
bersinergi dengan Kemenkominfo RI dengan melakukan 
pembinaan kepada pengelola perpusda untuk memanfaatkan 
TIK. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI XI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

No  KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. BPK, BPKP, dan Kementerian 
Keuangan 

DIlaksanakan pada 29 April – 3 Mei 
2024. 

Kunjungan kerja Pengawasan ke Kota Surabaya, Provinsi 
Jawa Timur  

 

2. Bank Indonesia dan LPS Kunjungan kerja Pengawasan ke Kota Yogyakarta, Provinsi 
D.I. Yogyakarta. 

 

3. Otoritas Jasa Keuangan Kunjungan kerja Pengawasan ke Kota Semarang, Provinsi 
Jawa Tengah 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN LEGISLASI 
 

NO JUDUL RUU / PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. DPRD Provinsi Jawa Barat Badan Legislasi menerima 
Audiensi Anggota DPRD 
Provinsi Jawa Barat, Kamis 
25 April 2024 pukul 13.10 
WIB. 

1. Kepala Bagian dan Tenaga Ahli Badan Legislasi menerima 
kunjungan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. 

2. Audiensi yang berlangsung terkait pendalaman materi terkait 
RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

 

2. DPRD Kota Bandung (Pansus 
9) 

Badan Legislasi menerima 
Audiensi DPRD Kota 
Bandung (Pansus 9), Senin 
29 April 2024 pukul 10.05 
WIB s.d. 11.53 WIB 

1. Kepala Bagian dan Tenaga Ahli Badan Legislasi menerima 
kunjungan Anggota DPRD Kota Bandung. 

2. Audiensi yang berlangsung terkait pendalaman materi terkait 
pelarangan dan pengawasan minuman berakohol. 

 

3. Beberapa kementerian, APDESI 
dan AKSI 

Badan Legislasi 
berkoordinasi dengan 
beberapa kementerian dan 
juga APDESI dan AKSI, 
Rabu 8 Mei 2024 pukul 
10.00 WIB. 

Rapat Koordinasi Pimpinan Badan Legislasi dengan Sekretaris 
Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal 
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 
Kementerian Sekretariat Negara RI, Kepala Badan Keahlian Setjen 
DPR RI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 
dan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) sehubungan 
dengan telah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 Rapat Tertutup. 

4. Tenaga Ahli Baleg Sekretariat Badan Legislasi 
melaksanakan Rapat 
Koordinasi dengan Tenaga 
Ahli Baleg, Senin 13 Mei 
2024 pukul 10.00 WIB. 

Kepala Bagian dan Tenaga Ahli Badan Legislasi melakukan 
koordinasi terkait agenda pada Masa Sidang V. 

 

 
 



Masa Reses IV Tahun Sidang 2023-2024 
(5 April – 13 Mei 2024) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 21 

 

LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 

 
NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. KSB - BKSAP Courtesy Call 
Pimpinan BKSAP 
dengan Duta Besar 
Korea Selatan untuk 
Indonesia yang 
dilaksanakan pada 17 
April 2024. 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-PGerindra) bersama Wakil Ketua BKSAP DPR 
RI Dr Sukamta (F-PKS) menerima courtesy call dari Duta Besar Republik Korea 
untuk Indonesia, H.E. Mr. Lee Sang-deok di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu 
(17/4/2024). Pertemuan membahas terkait perkembangan hubungan Indonesia-
ROK, yang pada tahun sebelumnya memperingati 50 tahun hubungan diplomatik.  
Ketua BKSAP dan Duta Besar Lee saling mengapresiasi berbagai bentuk kerja sama 
yang telah terjalin. Peluang untuk meningkatkan kerja sama pun juga menjadi 
pembahasan oleh kedua pihak, termasuk people-to-people contact. Guna 
meningkatkan saling kunjung antar kedua negara, DPR RI mendorong diberikannya 
kemudahan visa bagi wisatawan Indonesia yang akan berkunjung ke ROK. 
Selain membahas mengenai potensi kerja sama ekonomi dan investasi, kedua pihak 
juga menekankan pentingnya kerja sama di sektor pertanian. Duta Besar Lee 
menyampaikan mengenai Program Saemul Undong, yang telah berhasil dijalankan 
di sejumlah pedesaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebagai informasi, Saemaul 
Undong merupakan bentuk gerakan pengembangan pedesaan yang telah berhasil di 
ROK. 
Kedepannya, kedua pihak berharap penguatan hubungan kerja sama lintas sektor 
akan terus berjalan demi kepentingan bersama. 

 

2. KSB - BKSAP Kunjungan Jurnalis 
Belarusia tanggal 17 
April 2024. 

Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP, Dr. Sukamta 
(F-PKS) menerima kunjungan Duta Besar Belarusia, H.E. Mr. Raman Ramanouski 
dan Jurnalis Belarusia. 
Dalam kegiatan tersebut, pimpinan BKSAP juga diwawancarai oleh pihak Belarus 
terkait perkembangan dan upaya penguatan hubungan RI – Belarusia dalam 
kerangka kerja sama antar-parlemen serta kerja sama ekonomi dan politik. 
BKSAP berkomitmen dalam penguatan kerja sama antar RI dengan negara sahabat 
dalam menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu. Kedepannya 

 

https://www.facebook.com/FadliZonPage?__cft__%5b0%5d=AZUyXKRHfwhPU7DdbcSzAxuWpy-DYNehKQmn-baJXBRKJ0wnIGWX_gY2kamcwYkvxQG8wx_sYJQWKQnsDa90z8x-tBw3c5X1As1hPlLl80v61tZ170RrfWCA3AbBbCq7FjSZFbZU7Nu6k-Smv5zkOk8bIw3M5TNAnIDZiD-ZIb-C_v2lnD9BTtwS_-YGests1IesKRTLR7iboR05UPqZTWNj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DrSukamta?__cft__%5b0%5d=AZUyXKRHfwhPU7DdbcSzAxuWpy-DYNehKQmn-baJXBRKJ0wnIGWX_gY2kamcwYkvxQG8wx_sYJQWKQnsDa90z8x-tBw3c5X1As1hPlLl80v61tZ170RrfWCA3AbBbCq7FjSZFbZU7Nu6k-Smv5zkOk8bIw3M5TNAnIDZiD-ZIb-C_v2lnD9BTtwS_-YGests1IesKRTLR7iboR05UPqZTWNj&__tn__=-%5dK-R
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diharapkan interaksi antara DPR RI dan Parlemen – parlemen negara sahabat 
termasuk Belarusia dapat semakin meningkat. 

3. KSB - BKSAP Courtesy Call 
Pimpinan BKSAP 
dengan Duta Besar 
Slovakia untuk 
Indonesia tanggal 17 
April 2024. 

Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP, Dr. Sukamta 
(F-PKS) menerima Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, H.E. Mr. Tomas Ferko di 
Gedung Nusantara III Lt. 2 (17/04/2024). 
Pada pertemuan tersebut dibahas upaya peningkatan kerja sama dalam berbagai 
bidang, tidak terbatas dalam penguatan kerja sama antar – parlemen kedua negara 
namun juga dalam kerja sama ketahanan pangan, EBT, pendidikan, pertahanan 
kedua negara. Kedua pihak sepakat bahwa dengan memperat hubungan RI – 
Slovakia, akan memperkaya hubungan antarkawasan ASEAN dan Uni Eropa. 
Ketua BKSAP juga mempertegas pentingnya penguatan kerja sama RI – Slovakia 
dalam pertanian dan ketahanan pangan yang dapat meningkatkan ketahanan 
negara dalam menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu. 
Menutup pertemuan tersebut, Duta Besar Slovakia juga menyampaikan rencana 
partisipasi pemerintah dan parlemen Slovakia dalam 10th World Water Forum yang 
akan diadakan pada bulan Mei mendatang. 

 

4. KSB - BKSAP Rapat Internal GKSB 
Tanzania tanggal 17 
April 2024. 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Tanzania, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin 
rapat internal GKSB DPR RI – Tanzania (17/04/2024) guna membahas rencana dan 
persiapan teknis kunjungan GKSB ke Tanzania. 
Turut mengikuti rapat tersebut, Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Tanzania, Dr. 
Sukamta (F-PKS). 

 

5. KSI – BKSAP Youth Town Hall 
PMWWF10 tanggal 19 
April 2024.  

Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma 
Rudana (F-Demokrat), Dr. Sukamta (F-PKS) juga anggota BKSAP Kris Dayanti (F-
PDIP), Himmatul Aliyah (F-Gerindra) dan Darul Siska (F-Golkar), mengikuti agenda 
Kick off Parliamentary Meeting on 10th WWF. 
Kickoff ini diisi dengan egiatan olahraga Fun Run dan diskusi dengan tema ‘Youth 
Townhall on Water’. Ini merupakan rangkaian kegiatan ‘The 10th World Water 
Forum’ yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 19-22 Mei 2024 mendatang 
yang membahas mengenai ketahanan air serta permasalahan dan tantangan 
mengenai isu air. 

 



Masa Reses IV Tahun Sidang 2023-2024 
(5 April – 13 Mei 2024) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 23 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Kegiatan olahraga ini diawali dengan pemanasan dan senam pagi bersama yang 
juga diikuti oleh mahasiswa peserta magang di rumah rakyat DPR RI. Aktivitas fisik 
ini diharapkan menjadi pengingat atas pentingnya isu yang menjadi tema 
diskusi ‘Youth Townhall on Water’ yaitu watercracy: water for democracy yang 
menghadirkan narasumber Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadlil Zon, Inisiator Jaga 
Semesta Fainta Negoro serta Indonesia Country Director -ICCF Jimmy Ward.  
Maknanya, air tidak hanya bagi kesehatan fisik dan sebagai sumber daya nutrisi 
tetapi juga sebagai pondasi demokrasi yang kua. Air bersih dan akses sanitasi yang 
layak yang merupakan hak-hak asasi manusia sebagai landasan bagi kesetaraan 
sosial dan ekonomi. 

6. KSI - BKSAP League of 
Parliamentarians for 
Al-Quds, Istanbul 
tanggal 26 – 28 April 
2024. 

Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon, yang didampingi 
Wakli Ketua BKSAP Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) juga Anggota BKSAP Dr. Jazuli 
Juwaini menghadiri Konferensi Liga Parlemen Al-Quds (League of Parliamentarians 
for Al-Quds) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, 26-28/4/2024. 
 
Dalam forum tersebut, DPR RI, melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 
(BKSAP), menentang keras segala bentuk inisiatif yang menghambat perdamaian 
dan kemerdekaan Palestina termasuk gagasan untuk normaliasi hubungan dengan 
Israel.  
  
"Israel tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk 
resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menjadikan kelaparan sebagai senjata 
perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional,” ungkap Politisi 
Fraksi Partai Gerindra tersebut. 
  
Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menyayangkan sikap AS yang menggunakan 
hak veto untuk menggagalkan usulan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB pada 
Sidang DK PBB, 18 April 2024 lalu. Menurutnya, DK PBB justu menjadi penghambat 
bagi upaya perdamaian di Palestina. 
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Dalam forum itu, Fadli yang juga aktif di berbagai forum parlemen regional dan 
global mendesak seluruh pihak untuk menggunakan diplomasi total dengan 
mengerahkan segala kemampuan demi menghentikan kolonialisasi Israel di tanah 
Palestina. 

7. KSR - BKSAP BKSAP Day dalam 
rangka Pertemuan 
Bilateral dengan 
Delegasi Parlemen 
Papua Nugini tanggal 
28 – 30 April 2024.  

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Papua Nugini yang dipimpin oleh 
Koni Iguan (Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini) dalam rangka memperkuat kerja 
sama bilateral antar parlemen dan mensosialisasikan Sidang Kedua Indonesia 
Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang akan digelar awal Agustus 2024 di 
Jakarta. 
Pertemuan ini sebagai bagian dari BKSAP Day bertajuk “Diplomasi Parlemen untuk 
Kerja Sama yang Efektif dan Bermakna” yang diselenggarakan di Museum Rudana, 
Ubud, Bali pada Senin, 29 April 2024. Turut hadir para anggota BKSAP sebagai 
Delegasi BKSAP yaitu Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Muslim 
(F-PD).  
Pertemuan menyoroti kerja sama Indonesia dan Papua Nugini di level bilateral, 
termasuk bidang perdagangan dan investasi, dan juga kerja sama antar parlemen 
dimana delegasi mendorong penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) 
antara kedua parlemen. Delegasi BKSAP DPR RI mengapresiasi Delegasi PNG 
telah mempercayakan pembuatan patung mendiang Grand Chief Michael Thomas 
Somare di Bali. Hal ini diharapkan dapat membantu memajukan seni serta sektor 
ekonomi dan pariwisata Indonesia di kawasan Pasifik.  
Delegasi BKSAP DPR RI juga berharap Sidang Kedua IPPP dapat dioptimalkan 
untuk memperat hubungan dengan Negara Pasifik, dan memperkuat kerja sama di 
berbagai bidang seperti konektivitas. 

 

8. KSB - BKSAP Courtesy Call GKSB 
Norwegia dengan Duta 
Besar Norwegia untuk 
Indonesia tanggal 2 
Mei 2024. 

GKSB DPR RI - Parlemen Norwegia yang dipimpin oleh Ledia Hanifa Amaliah (F-
PKS) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia H.E. 
Mrs. Rut Kruger Giverin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, siang ini 
(02/05/2024). Pertemuan membahas berbagai capaian kerja sama yang telah 
terlaksana di berbagai sektor, serta menjajaki berbagai potensi kerja sama di masa 

 

https://www.facebook.com/LediaHanifaAmaliah?__cft__%5b0%5d=AZVcDcuu-LhhrMv5aBLm6GOCspkYvClmG6GJcNYen9m4bMtzLh4Sjq4hyipa3-cHJjpuAjDzOm5qQDbDeoqeTqa9LSs7mfWT2cKrIzWnkHi7cf3TiIeaaHvLnTM9OojSn_vNK3xH_7VqHoonxzodlkv9C9w9VcUv4BF3KYbwfj4mgLykeI5tkELr3TaqZykVwuAfAtohAZb4OYTekNTYGzzl&__tn__=-%5dK-R
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mendatang, mengingat hubungan diplomatik Indonesia-Norwegia akan memasuki 
tahun ke-75 pada tahun depan.  
 
Parlemen Indonesia mengapresiasi berbagai capaian kerja yang telah berjalan 
dengan baik, termasuk penyaluran bantuan sebesar 56 juta USD dari Norwegia 
melalui mekanisme MoU FOLU (Forestry and Other Land Use), serta berbagai forum 
kerja sama Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC), Dialog HAM, Forum 
Konsultasi Bilateral Energi (FKBE), serta berbagai inisiatif yang telah dilakukan antar 
pihak pemerintah, pelaku usaha, maupun lembaga terkait Indonesia-Norwegia. 
 
Kedepannya, kedua pihak sepakat untuk membahas lebih lanjut mengenai kerja 
sama di bidang energi dan sumber daya terbarukan, lingkungan, pendidikan, 
ekonomi dan perlindungan HAM. Sejumlah peluang kerja sama lainnya di antaranya 
adalah investasi lingkungan dalam bidang teknologi hijau melalui SWF (Sovereign 
Wealth Fund), serta dukungan kebijakan transisi energi ditengah pembahasan RUU 
Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di DPR. 
 
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, GKSB Norwegia yang beranggotakan Ratih 
Megasari Singkarru (F-PNasdem), Eva Stefany Rataba (F-PNasdem), Sartono 
Hutomo (F-PD), Aus Hidayat Nur (F-PKS), dan Diah Nurwitasari (F-PKS). Menutup 
pertemuan, GKSB Norwegia menyampaikan rencana kunjungan parlemen Norwegia 
dalam waktu dekat. 

9. KSB - BKSAP Friendly Talk GKSB 
Jepang dengan 
Pimpinan Dewan Riset 
Kebijakan Liberal 
Democratic Party 
(LDP) tanggal 3 Mei 
2024. 

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Jepang Puti Guntur Soekarno (F-PDIP) menerima 
kunjungan kehormatan dari Ketua Dewan Riset Kebijakan Partai Demokratik Liberal 
(LDP) Jepang yang sekaligus Anggota Parlemen Jepang, Hisaburo Tokai, dan Wakil 
Ketua Masahiko Shibayama di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (3/5/2024). 
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Duta Besar untuk Indonesia H.E. Mr. Masaki 
Yasushi beserta jajaran Kantor Dewan Riset, Kementerian Luar Negeri Jepang, 
hingga wartawan kantor berita Jepang. 
 

 

https://www.facebook.com/putigsoekarno?__cft__%5b0%5d=AZVRBlzPoK8K89DfjCmnHyQjIt4Yi9VKVdKinyGlFlamCqzsO_cv4-PgzDWs2ptINocW4rpd5ppmQJMfiSdZ-ezwGA9VQZrQ7YAPdI_ZWFp8yXblffijzJ3SQ_kRPfnTrxxONUbH6M61OhxvWIwV7sgnnJvnDk4F5eonUtE7U71YprCJHl8l9T3cqhdUmOBNkcbZHmRV8-jo6R9K_HSjwB15&__tn__=-%5dK-R
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Kerja sama Indonesia-Jepang telah terlaksana dalam berbagai bidang, mulai dari 
ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Berbagai perusahaan 
Jepang juga sudah terlibat dalam berbagai pembangunan infrastruktur perkotaan 
baik di kota Jakarta, sejumlah perkotaan besar di Indonesia, hingga IKN Nusantara 
nantinya. Jepang optimis untuk terus mengupayakan stabilitas keamanan Indo-
Pacific, peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, hingga kerja sama 
bidang pertanian dan sektor air bersih. 
 
Kedepannya, Ketua GKSB berharap Parlemen Indonesia-Jepang dapat terus saling 
mendukung, termasuk memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi 
negara anggota Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). 
Tidak hanya itu, Ketua GKSB juga mengusulkan implementasi program Women, 
Peace, and Security (WPS) bersama dengan parlemen Jepang.  
 
Ketua Delegasi Jepang mengapresiasi pertemuan yang telah berlangsung. Pihaknya 
mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam OECD, serta implementasi 
Program WPS yang berdasarkan UNSCR 1325 yang mendukung peningkatan 
partisipasi perempuan. Pihaknya mengungkap bahwa saat ini partisipasi perempuan 
dalam politik hanya mencapai 13 persen, dan ditargetkan dapat mencapai 30 persen 
pada 2030 mendatang. 

10. KSB - BKSAP Courtesy Call 
Pimpinan BKSAP DPR 
RI dengan Acting 
Ambassador of 
Zimbabwe tanggal 06 
Mei 2024. 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bersama Wakil Ketua Dr Sukamta menerima 
kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Acting Duta Besar Zimbabwe Ms. Viola 
Matongorere di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, siang ini (6/5/2024). 
Pertemuan diawali dengan update hubungan diplomatik antara Indonesia dan 
Zimbabwe yang telah terjalin sejak tahun 1984, dan kedua negara ingin memperkuat 
kerja samanya dalam berbagai bidang. Acting Dubes menyebutkan sejumlah sektor 
kerja sama potensial seperti kelapa sawit, infrastruktur, pembangunan, ekonomi 
digital, farmasi, dan perumahan. Terlebih lagi, Zimbabwe juga mengungkapkan 
ketertarikan untuk belajar digitalisasi ekonomi, mengingat keberhasilan digitalisasi 
ekonomi di Indonesia. 

 

https://www.facebook.com/FadliZonPage?__cft__%5b0%5d=AZU1T_QxPOyu46nmI53drligGev6y-KugcRr0ZiTjdRp4KvC5HqvKKdvFZD_J8iSGa1gfuLvT4goB67TwlenzC6L5wdZ4jrCrhP5UT-GUpK6ZYFcugfiVH9TNt5gGonSQr9BrZT0GUyUMP47Nzvbj3TtptsEZPZdYtUpHXXE2v7uKiTtvglDdJDRz7d__mug2Q2v-5AYgpFrHq3xuVVp120U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DrSukamta?__cft__%5b0%5d=AZU1T_QxPOyu46nmI53drligGev6y-KugcRr0ZiTjdRp4KvC5HqvKKdvFZD_J8iSGa1gfuLvT4goB67TwlenzC6L5wdZ4jrCrhP5UT-GUpK6ZYFcugfiVH9TNt5gGonSQr9BrZT0GUyUMP47Nzvbj3TtptsEZPZdYtUpHXXE2v7uKiTtvglDdJDRz7d__mug2Q2v-5AYgpFrHq3xuVVp120U&__tn__=-%5dK-R
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Selain kerja sama ekonomi, Ketua BKSAP juga menekankan pentingnya people-to-
people relations agar terbukanya peluang-peluang baru bagi masyarakat kedua 
negara. Saat ini, sudah terdapat lebih banyak pelajar Zimbabwe di Indonesia, 
beberapa di antaranya telah mendapatkan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah 
RI untuk menempuh pendidikan di berbagai universitas di Indonesia. 
 
Sebelum pertemuan berakhir, Ketua BKSAP menyampaikan rencananya melakukan 
kunjungan kerja ke Harare, Zimbabwe dan merencanakan pertemuan dengan 
Presiden dan Ketua Parlemen Zimbabwe. Dalam waktu dekat, Delegasi Parlemen 
Zimbabwe juga akan menghadiri gelaran ‘The 10th World Water Forum’ yang akan 
dilaksanakan di Bali pada tanggal 19-22 Mei 2024. 

11. KSB - BKSAP Virtual Meeting Ketua 
BKSAP dengan Duta 
Besar RI untuk 
Australia merangkap 
Vanuatu tanggal 7 Mei 
2024. 

Ketua BKSAP DPR Rl menghadiri pertemuan virtual dengan Duta Besar LBBP RI 
Australia merangkap Vanuatu Dr. Siswo Pramono, Ph.D, pada Selasa (7/5/2024) 
 Pertemuan membahas hubungan bilateral Indonesia dan Vanuatu yang semakin 
membaik, setelah Vanuatu mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia. 
Vanuatu pun telah menyatakan dukungannya terhadap Indonesia dalam beberapa 
forum internasional. Kedepannya, kedua negara berkomitmen untuk terus 
meningkatkan komunikasi dan kerja sama multisektor. 

 

12. KSB - BKSAP Courtesy Call Ketua 
BKSAP dengan Duta 
Besar Rumania untuk 
Indonesia tanggal 7 
Mei 2024. 

Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon (F-PGerindra) menerima Duta Besar Rumania 
untuk Indonesia H.E. Mr. Dan Adrian Balanescu di Gedung DPR RI Senayan 
(07/05/2024). 
 

Kedua pihak mengapresiasi hubungan diplomatik Indonesia-Rumania yang telah 
berjalan selama 74 tahun sejak tahun 1950.  
Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan ini adalah rencana kunjungan 
Delegasi Parlemen Rumania pada bulan Juni mendatang. Selain mengadakan 
pertemuan dengan pihak DPR RI, delegasi juga berencana berkunjung ke Bali untuk 
bertemu dengan pemerintah lokal Bali dan Kadin Provinsi Bali guna menjalin kerja 
sama antar-daerah Arges dan Bali. 
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Selain bertujuan untuk memperkuat hubungan antar-parlemen, kunjungan tersebut 
juga bertujuan untuk menggali potensi kerja sama kedua negara di bidang – bidang 
lainnya, seperti dalam bidang agrikultur, ekonomi, food security, pertahanan, cyber 
security, dan pendidikan.  
Menutup pertemuan ini, kedua negara berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja 
sama di berbagai bidang. 

13. KSB - BKSAP Courtesy Call Ketua 
BKSAP dengan Duta 
Besar Qatar untuk 
Indonesia tanggal 7 
Mei 2024. 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-PGerindra) menerima kunjungan kehormatan 
dari Duta Besar Qatar untuk Indonesia H.E. Ms. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti di 
Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (7/5/2024). Selain membahas mengenai 
upaya peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, pertemuan ini menjadi 
kesempatan untuk menyampaikan perpisahan secara formal kepada Duta Besar 
Fawziya yang akan mengakhiri masa tugasnya di Indonesia. 
 
Sepanjang beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral Indonesia-Qatar telah 
menujukkan capaian yang sangat baik. People-to-people contact kedua negara juga 
semakin meningkat, mengingat semakin mudahnya akses penerbangan langsung 
(direct flight) dari Jakarta menuju Doha, atau sebaliknya. Selain Bali dan Jakarta, 
akan dibuka penerbangan lansung dari/dan menuju Medan. Maskapai Garuda 
Indonesia juga bekerja sama dengan Qatar Airways untuk melayani penerbangan 
tersebut. 
 
Pada lingkup global, Qatar dan Indonesia memiliki interaksi yang intensif di Global 
Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC). Ditingkat parlemen, 
kedua pihak juga terus memberikan dukungan dalam forum parlemen dunia 
terutama dalam berbagai usulan emergency item terkait Palestina. Kedepannya, 
Duta Besar Fawziya dan Ketua BKSAP berharap kedekatan Qatar dan Indonesia 
akan terus berjalan kearah yang baik.  

 

14. KSB - BKSAP CC GKSB Hungaria – 
Dubes Hungaria 
tanggal 13 Mei 2024. 

GKSB DPR RI - Parlemen Hungaria yang dipimpin oleh Dr. H. M. AMIR USKARA, M. 
KES (FPPP) didampingi oleh H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H (FPGOLKAR) 

 

https://www.facebook.com/FadliZonPage?__cft__%5b0%5d=AZU8JZCJBljYi9kXtYWhqsotSE2d2sKGKoehrKqXDBYqZ1DhrGTGv1QEvax7VqGI5vUT7j0VwwWq1-Seh6KOGllfrllKwe_GEWuJMlo-W88EIDEr1se2ku93HWDSj3y2jzRO59dTVmTJ-9kg763BJj3MeFAoOe01IK-9LJG9g5orL68WaTKWL1Ohuvs0mFEazDV5oSH5jKMNMgsTL9xJ_Z2R&__tn__=-%5dK-R
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menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Y.M. Ibu 
Lilla Karsay di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (13/05/2024).  
 
Duta Besar Hongaria mengapresiasi kesuksesan Pemilu di Indonesia, sebagai salah 
satu pemilu serentak terbesar di dunia. Tidak hanya itu, pihaknya menyampaikan 
sejumlah capaian kerja sama kedua negara yang akan menginjak tahun ke-70 
hubungan diplomatik pada 2025 mendatang. Pertemuan juga membahas peluang 
kerja sama multisektor, di antaranya sektor pendidikan, energi terbarukan, air bersih, 
infrastruktur, tenaga kerja dan pariwisata.  
 
Sebagai informasi, Hongaria telah menerima berbagai program pertukaran pelajar 
dari Indonesia. Program tersebut di antaranya Program IISMA selama satu semester 
di universitas-universitas Hongaria, serta program magang kerja di sejumlah industri 
di Hongaria. 
 
Selain people-to-people contact, Hongaria juga telah melakukan investasi pada 
pembangunan infrastruktur jalan tol dengan nilai mencapai 300 juta dollar AS. 
Kedepannya, Indonesia-Hongaria sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama, 
khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi di Ibu Kota Nusantara 
baru. 
 
Mengakhiri pertemuan, Indonesia-Hongaria sepakat untuk mendorong penyelesaian 
konflik Israel-Palestina dan Ukraina-Rusia demi perdamaian dunia. 

15. KSB - BKSAP Rapat Internal GKSB 
Serbia tanggal 13 Mei 
2024. 

GKSB DPR RI – Parlemen Serbia yang dipimpin oleh Drs. Chaerul Anwar (F-PKS) 
mengadakan Rapat Internal di Ruang Diplomasi Parlemen, Nusantara III Lt.6 
(13/05/2024). 
 
Rapat Internal Perdana tersebut membahas rencana kegiatan dan kunjungan GKSB 
DPR RI – Parlemen Serbia ke Beograd. Disepakati bahwa GKSB Serbia akan 
mengadakan pertemuan dengan Duta Besar / Kuasa Usaha Kedutaan Besar Serbia 
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untuk Indonesia dalam waktu dekat guna membahas penguatan hubungan bilateral 
kedua negara dan kerja sama di berbagai bidang termasuk hubungan antar-
parlemen. 
 
Hadir dalam rapat tersebut Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Serbia, Dr. Hermanto 
(F-PKS) dan Dr. Junaidi Auly (F-PKS). 
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1. DPRD Provinsi Bali 
 

Menerima Audiensi DPRD Provinsi Bali 
tanggal 3 Mei 2024. 

Konsultasi untuk mendapatkan masukan terkait penguatan 
tugas dan fungsi Badan Kehormatan khususnya 
pengawasan dan pelaksanaan kode etik DPRD  

 

2. DPRD Kabupaten Cianjur 
 

Menerima Audiensi DPRD tanggal 7 Mei 
2024. 

Audiensi dalam rangka untuk melengkapi bahan referensi 
dan data pendukung Badan Kehormatan DPRD Kabupaten 
Cianjur mengenai penerapan peraturan perundang-
undangan, tata beracara, tata tertib dan kode etik bagi setiap 
Anggota DPRD 
 

 

3. DPRD Kabupaten Tana 
Tidung  

Menerima Audiensi tanggal 8 Mei 2024. Audiensi terkait konsultasi dan koordinasi tentang hak 
imunitas dan kode etik DPRD 
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1. Stasiun Solo Kunjungan Kerja Dalam Negeri 
dalam rangka Evaluasi 
Pelaksanaan Keprotokolan tanggal 
18-20 April 2024 ke Stasiun Solo, 
Jawa Tengah. 
 

Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan 
pelaksanaan keprotokolan di Pelabuhan Batam Centre untuk: 
1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan bagi Anggota DPR RI sesuai ketentuan 

peraturan. 
2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di bandara agar 

pelaksanaan keprotokolan bagi Anggota DPR RI berjalan lancar. 

 

2. Jamkestama Kunjungan Kerja Dalam Negeri 
dalam rangka Evaluasi 
Pelaksanaan Program 
Jamkestama: 
1. Tanggal 22-24 April 2024 ke 

Bekasi, Jawa Barat. 
2. Tanggal 25-28 April 2024 ke 

Makassar, Sulawesi Selatan. 
 

Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk: 
1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. 
Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program 
Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah 
sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama.  

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima 
yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi 
Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit 
provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 

4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam 
melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 

 

3. Parlemen Republik 
Korea 

Kunjungan Kerja BURT ke Luar 
Negeri tanggal 1-7 Mei 2024 ke 
Republik Korea  

Tujuan Kunjungan Kerja Luar Negeri BURT DPR RI adalah untuk berdiskusi dan 
berbagi pengalaman tentang: 
1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah dipraktekan oleh 

parlemen negara lain. 
2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota Parlemen dengan 

konstituennya. 
3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks parlemen, serta 

penataan kawasan kompleks parlemen.  
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4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen. 
5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen. 
6. Perencanaan dan implementasi e-parliament. 
7. Manajemen sistim pendukung (supporting system) parlemen yang bertugas 

memberi dukungan keahlian, teknis dan administratif. 

4. Bandara Soetta Kunjungan Kerja Dalam Negeri 
dalam rangka Pengawasan 
Pelaksanaan Keprotokolan tanggal 
8-10 Mei 2024 ke Bandara 
Soekarno Hatta 
 

Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan 
pelaksanaan keprotokolan di Pelabuhan Batam Centre untuk: 
1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan bagi Anggota DPR RI sesuai ketentuan 

peraturan. 
2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di bandara agar 

pelaksanaan keprotokolan bagi Anggota DPR RI berjalan lancar. 

 

5. Jamkestama Kunjungan Kerja Dalam Negeri 
dalam rangka Evaluasi 
Pelaksanaan Program 
Jamkestama, tanggal 11-13 Mei 
2024 ke Bogor, Jawa Barat. 
 

Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk: 
1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. 
Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program 
Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah 
sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama.  

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima 
yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi 
Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit 
provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 

4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam 
melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 

 

 
 

***** 


